BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 4 Q TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 51 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI
PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Menimbang

-

DI KABUPATEN CILACAP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CILACAP,

bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik merupakan
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada
Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan
jumlah perolehan suara;

bahwa pengaturan bantuan keuangan kepada Partai Politik di
Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam huruf a, telah diatur
dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran Dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Di Kabupaten Cilacap;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik, menyebutkan bahwa besaran nilai bantuan keuangan
dapat dinaikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
setelah  mendapat persetujuan Menteri dan  Menteri
mendelegasikan kewenangan memberikan persetujuan kepada
Gubernur untuk kenaikan bantuan keuangan partai politik
tingkat daerah kabupaten/kota;

bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan besaran nilai
bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap
dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 210 / 3 Tahun
2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Persetujuan Kenaikan
Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2020, maka Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Kabupaten Cilacap,
perlu diubah dan disesuaikan;



N

Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Cilacap;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
42); '
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahian Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indones1a Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159); '
Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53); '



e Ty Besarnya bantuan keuangan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal” ? ayat (L) s

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI CILACAP NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
TATA  CARA  PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN  DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN DAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN CILACAP.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 51 Tahun 2019 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di
Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 51),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

,'}

penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilu
DPRD Kabupaten.

(2) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD
Kabupaten yang ditetapkan oleh KPUD.

(3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat daerah Kabupaten
yvang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per suara sah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan dj Cilacap .
pada tanggal ] § [{AR 2820

TATTO SUWARTO PAMUJI
Diundangkan, di Cilacap - | /

pada tanggal ' § WAR 2020

ID MA’RUF
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